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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

a.

A4

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £54

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nornor 22 Tahun {999
tentang Pemerintahan Dacrah, dan untuk lebih meningkatkan kemandirian
Perusahaan Daerah Tualh Saiyo pada masa yang akan datang secara
berdayaguna don Serhasilguna serta tangguh dan kompetitif sesual acigan
tuntutan perkembangan yang dijiwai oleh semangat Otonomi Daerah, maka
dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang guna
disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dimaksud,

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dengan suatu
Peraturan Daerah. 4

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 962);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 temang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387), ‘

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Ncgara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan can Pengembangan Industri (l.embaran Ncgara
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
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6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancargan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah
Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk ]
Huk m Daerah; t

|0 Peraturan Daerah Kotamaaya Daerah Tingkat [l Padang Panjang Nomor &
Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri
Cl);
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s I1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor | Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 3 Seri E 3).

T S v S —— e

Dengau ;;c.‘&:etlzjuan
DEWAN PERWAXKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANC.
MEMUTUSKAN:

Vienetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR .......
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.

€ PASAL I

i e T R P

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [l
Padang Panjang WNomor & Tanun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Lactan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang Panjang (yang disyahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Barat Nomor
SK.188.342-191-1996 tanggal 9 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Tahun 1996 Seri C.1 Tanggal 19 April 1996), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagal
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif’ Daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah; /{(
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6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah
Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [I Padang Panjang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Dacrah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 NMomor 2 Seri
C1)

Il Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomcer | Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 3 Seri E 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

MEMUTUSKAN:

denetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR ......

TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PADANG PANJANG NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang Panjang (yang disyahkan dengan Sural
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Barat Nomor
SK.188.342-191-1996 tanggal 9 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran
Caerah Tahun 1996 Seri C.1 Tanggal 19 April 1996), diubah sebagai berikut :

|. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal | berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kota Padang Panjang;

2. Pemerir“ah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah; ﬂ)
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6. Perusahaan Daerah udalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang;

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang;

8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Satyo Kota Padang
Panjang;

9. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Tuah

Salyo Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

Ketentuan Pasal 3 diubeh, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota
Padang Panjang.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Padang Panjang

dan dengan persetujuan Kepala Daerah dapat membuka kantor cabang,
kantor perwakilan dimana perlu.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

|. Pengelolaan dan Pemantaatan Potensi Daerah;,

2. Sebagai sarana pengembangan perckonomian  dalam rangka
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; dan

3. Menyerap Tenaga Kerja dan memupuk kekayaan/mencari k=untungan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah adalah :
a. Industri;
b. Perdagangan Umum; dan
c. Jasa.

(2) Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan
Negara, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Kabupaten/Kota,
Perusahaan Swasta, Koperasi-koperasi dan Badan Usaha lainnya atas
dasar prinsip ekonomi perusahaan scpanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

(3) Jenis Usaha pada setiap Bidang Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)

4

pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
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Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 8
(1) Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 969.790.987.50 terdiri dari -
a. Modal Lancar Rp. 149.740.970 - dan
b. Asset Pemerintah Daerah yang diserahkan Rp. 820.050.017,50
(2) Modal Perusahaan Daerah adalah
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, merupakan asset yang
diserahkan; dan
b. Penyertaan Modal Pihak Ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.

(3) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau rahasia.

(4) Semua alat-alat liquiditas Perusahaan Daerah disimpan pada Bank
Pemerintah atau Bank lain vang ditunjuk oleh Direktur.

Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 1] dihapus.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan Pasa] 12 ayat (2) dan ayat (3)
dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
(1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari -
a. Badan Pengawas; dan
b. Direktur.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

Ketentian Pasal 13, Pasa! 14, Pasal 15, Pasal 16. Pasai 17. Pasal 13 asal
19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.

. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta Pasal 22 ayat (3), ayat

(4 ) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 22
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Direktur Perusahaan Daerah harus menyampaikan laporan keuangan
tahunan (Neraca dan perhitungan rugi/laba) kepada Kepala Daerah untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun

buku berakhir.

(4) Pengesahan laporan keuangan tahunan (Neraca perhitungan rugi/laba)
Perusahaan Daerah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Pengawas.

(5) Jika sesudah waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan keuangan
tahunan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis makz}
laporau keuangan tahunan itu dianggap telah disahkan. %
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I'l. Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah dan atau Direktur yang dibebani
tugas menyimpan. uang, surat-surat berharga dan barang-barang
Perusahaan Daerah lainnya, yang karena tindakan-tindakan melawan
hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya
dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan Kerugian
kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentyan tentang ‘tuntutan ganti rugi terhadap Pecovai
Negeri berlaku seluruhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

(3) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan,
pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik
Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat
penyimpanan Perusahaan Daerah yang khusus dan semata-mata
digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung
jawaban tentang pelaksanaan tugas dan cara pengurusannya kepada
Direktur.

(4) Pegaw:: Perusahaan Daerah yang dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib
mempertanggung jawabkan cara pengurusannya kepada Direktur.

(5) Semua Surat Bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya vang
termasuk dalam dokumen keuangan dan administrasi Perusahaan Daerah
disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk oleh Direktur, kecuali jika dianggap perlu untuk
kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain
yang ditunjuk oleh Direktur.

(6) Pemegang Kas adalah Perusahaan Daerah sedangkan Bankir adalah
Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur.

13. Ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal
33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal
41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45
Pembebanan tugas tumbahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas
pokok, yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Anggaran
Perusahaan Daerah maupun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

15. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sechingga
keselnruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Pembubaran atau Perubahan status hukum Perusahaan Dacrah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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(2) Pembubaran atay Perubahan = status  hukum Perusahaan Daerap
scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim
Likuidatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daeraj.

(3) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan dan atay dilikuidasi, maky
keseluruhan kekayaan Perusahaan Daerah menjadi milik Pemerintah
Daerah.

('-l)IJcrtarlggungja\vzlbatn hikuidasi  dilakukan oleh likwidatur Kepada
Kepala Daerah dengan memberikan pembebanan langgung jawab
tentang pekerjaan yang telah diselesaikan,

(5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Dacrah bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila Kerugian iy

disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan
tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagal berikuyt -

Pasal 47
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Daerah.
PASAL 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku, sernua ketentuan vang berada
dibawah atauy setingkat dengan Peraturan Daerah inj supaya disesuaikan atay
dicocokkan dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL il

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan  pep
Peraturan Dacrah inj dengan penempatannya dalam Lembaran F5
Padang Panjang.
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Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MmaReT 2004 M
11 Morark<as  1425H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
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Pasal 7 ayat (1)
huruf a

huruf b
hurufc

Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 8 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal II
Pasal 111

Yang dimaksud Industri adalah : semua jenis industri yang
belum menjadi usaha masyarakat Padang Panjang atau industri
yang menjadi lanjutan dari usaha masyarakat.

Cukup jelas

Yang dimaksud jasa adalah : usaha dalam bentuk pelayanan jasa
kepada pihak ketiga seperti perbengkelan, pengelolaan dana
revolving dan sebagainya.

Cukup jelas

Cukup jelas

Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 969.790.987,50 tersebut
adalah merupakan modal penyertaan modal dari Pemerintah
Daerah Kota Padang Panjang pada waktu mulai beroperasinya
Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Tahun 2000 yang terdiri dari
uang kas dan dalam bentuk Asset berupa peralatan, mesin-mesin
dan gedung sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 April 2000.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbung : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk
memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo dengan manajeman
yang profesional dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk Pembangunan
Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang yang baru;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saivo Kotz Padang Panjany.

Mengingat @ | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentaiig Pembentukan Laerah Otonoin
Kota Kecil dalem Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 962):

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang  Perusahaan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387);

[95]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (I.embaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara
Tahun 1986 No.nor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330):

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan  Presiden
(Lembaran Negura Tahun 1999 Nomor 70):




7.

10.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; .

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang Panjang Nomor 8 -
Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri
Cl),

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor | Tahun 2004 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 3 Seri E 3);

. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang
Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat 1I Padang Panjang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 10 Seri E 7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA
PADANG PANJANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

> L

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang.

Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang.

Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo
Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan ;
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digaji sesuai dengan Peraturan Penggajian yang berlaku untul: Pegawai

Perusahaan Daerah.
1U. Fegawai Honorcr/tenaga kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat oleh
Direktur dan dipekerjakan di Perusahaan Dacrah dengan status kontrak

untuk jangka waktu tertentu.
I'l. ""~zah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sckolah Negeri atau Swasta yang

statusnya telah diakreditasi.

. Akreditasi adalah Surat Tanda Pengakuan resmi yang diberikan kepada
lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan
pemeriksaan terhadap lembaga tersebut.

13. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.

14. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih Perusahaan Daerah yang ditetapkan

sebagai jasa produksi.

15. Suami/Isteri adalah seorang suamifisteri dari pegawal berdasarkan

perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Anak adalah anak kandung pegawai vang lahir dari perkawinan vang svah.

anak tin dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
17. Dana Representatif adalah dana penunjang operasional Direktur dalam

pelaksanaan tugas.
BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang,

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah.

(2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
‘Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan
Perckonomian Daerah di bidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal o

Pcrusahaan Dacrah melakukan fungsi-fungsi scbagai berikut :
a. meningkatkan pendapatan dan memupuk laba; (2\\




b. memberikan kontribusi kepada PAD; dan
c. pelaksanaan.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dan :
a. Badan Pengawas 3 (tiga) orang terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota.
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota.

b. Direktur 1 (satu) orang.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Tuah Saiyo adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;

b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direktur;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana
kerja dan anggaran serta perubahan/laporan-laporan lainnya yang diajukan
Direktur;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan

e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. menetapkan Calon Direktur;

b. menetapkan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah
diajukan Direktur;

c. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas
sesuai dengan program kerja yang telah disahkan;

d memeriksa Direktur yang diduga merugikar Perusahaan Daerah:

¢  menerima atau menolak pertanggung jawabar keuangan dan pregram kerja
Direktur tahun ber-alan; dan

{ menetapkan laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi vang telah diaudit
oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.

Pasal 9

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memimpin, mengurus dan membina Perusahaan Daerah menurut

kebijaksanaan yang digariskan Badan Pengawas dan Kepala Daerah;
b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja _
Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk 4{



mendapat Pengesahan;
¢. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan
Badan Pengawas;

d. membina Pegawai Perusahaan Daerah;

¢. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Dacrah;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,;

g mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan; dan

h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca

dan perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
Pasal 10

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. mengangkat dan memberhcatikan pegawai Perusahaan Daerah;

b. micagangkat, membcrhentikan dan memindah twgaskan pegawai dari
Jabatan dibawah Direktur;

c. menanda tangani Ncraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan

d. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11
Direktur membawabhi :
a. Bagian Umum dan Keuangan,;
b. Bagian Produksi dan Jasa; dan
c. Bagian Pemasaran.
Pasal 12

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas scbagai berikut

a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiewer  dibidang
Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretanatan;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pergadaan
dan pengelolaan perlengkapan/inventaris kantor;

c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta
perbelanjaan dan kekayaan;

d. memimpin, menghoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan
dibidang perencanaan;

e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penjualan barang;

membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Dircktur.

e

Pasal 13

Bagian Umum dan Keuangan membawabhi :
a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan; dan

d. Sub Bagian Pergudangan.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a mcrencanakan crdangan bahan baku, bahan pembaniu untuk kebutuhan
produksi/industri;
b. merencanakan komoditi yang akan diperdagangkan sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan pasar;,
c. merencanakan pengadaan peralatan untuk  kebutuban produksi,;
perdagangan dan jasa, Aﬂ
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d. mengatur, merencanakan, membuat desain jenis komoditi yang akan
diproduksi;

¢. merencanakan pengembangan jaringan usaha perdagangan dan jesa;

f.  merencanakan pengadaan peralatan teknik;

g membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik:
dan

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

R

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. mengendalikan dan menyclenggarakan  kegiatan-kegiatan  dibidang
sdministrasi. tata usaha pimpinan. tata usaha umum, keocgawaian,
Kesekretariatan dan kearsipan:

b. menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggean. inventaris dan
peralatan kantor;

c. menyediakan kiebutuhan Direktur;

d. mengurus perbekalan dan perlengkapan;

¢. merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

pegawai,

pemeliharaan gedung dan inventaris;

membuat peraturan Perusahaan Daerah, perjanjian dan kontrak:

membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau periodik; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

~ p—
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(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. mengendalikan, mengelola dan mengawasi kegiatan-kegiatan dibidang
ki uaugan dan pendapatan;

b. membuat dan mengatur program kerja di bidang pendapatan dan
pembiayaan serta penerimaan dan pengeluaran;

c. menyiapkan dokumen dan melakukan penerimaan dan pembavaran
tagihan;

d. membuat laporan kegiatan dan perkembangan secara berkala dan atau
periodik;

e. menghimpun dan menganalisa kelengkapan bukti-bukti‘dokumen
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyusunan anggaran dan pembukuan:

g membuat, menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan sesuai

: ketentuan atau sistim akuntansi yang berlaku; dan
Q h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Sub Bagian Pergudangan mempunyai tugas :
a. menerima barang dari supplier sesuai dengan dokumen penyerahan

barang;

b. mengeluarkan barang sesuai dengan sistim yang dipakai (LIFO atau
FIFO);

¢. menyimpan dan mencatat barang persediaan;

d. menjaga kecukupan barang sesuai kebutuhan minimal:

e. menjamin keamanan Gudang;

f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik;

dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bagian Produksi dan Jasa mempunvai tugas sebagai berikut -

a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan  kepiatan-kegiatan
dibidang Pengadaun alat-alat atau kebutuhan bahan kimia, bahan baku:

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan b
dibidang Produksi dan Jasa; 6{



C. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi
industri dan peralatan produksi dan Jasa;

d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan industri/teknik:

¢. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bagian Produksi dan Jasa membawahi
a. Sub Bagian Pengadaan;

b. Sub Bagian Produksi; dan

c. Sub Bagian Jasa.

Pasal 17
(1) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas :

a. membuat bon pesanan sesuai dengan jenis dan ukuran barang yang
dipesan oleh Sub Bagian lain;

b. menyiapkan daftar harga yang terbaru;

C. membuat caiaian pembelian;

d. melakukan proses pemesanan barang;

€. r2mbuat bukti penerimaan barang;

f. mengecek barang yang diterima apakah sesuai dengan pesanan atau
tidak;

g membukukan kedalam buku penerimaan barang:

h. membuat bon penyerahan barang untuk bagian/sub bagian vang

membutuhkan;

i.  menyimpan bukti-bukti;

J. membuat laporan pelaksanaan tugas sccara berkala dan atau periodik:
dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,

(2) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas :

a. menentukan jenis dan ukuran bahan baku dan bahan pembantu yang
akan digunakan dalam proses produksi;

b. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas produksi;

c. melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan produksi bersih;

O d. melakukan pemeliharaan dan pengujian terhadap instalasi industri dan

peralatan teknik;

e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik:
dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Sub Bagian Jasa, mempunyai tugas :
a. menentukan jenis dan bentuk usaha jasa;
b. mengembangkan usaha jasa;
c. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik;
dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Bagian Pemasaran, mempunyai tugas :

a. memimpin, meng<oordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan
dibidang Pemasaran;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan
dibidang Penagihan;

c. memimpin, wengkoordinasikan dan mengendalikan keg!atan-kegnataa’

dibidang Penelitian dan Pengembangan Pemasaran; %




d. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bagian Pemasaran, membawahi

a. Sub Bagian Promosi dan Penjualan:
b. Sub Bagian Penagihan; dan

¢ Sub Bagian Litbang Pemasaran.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Promosi dan Penjualan, mempunyai tugas :

a.

b.

~o oo

g.

mencarn pangsa pasar,

melakukan promosi atas hasil produksi dan komoditi usaha dan jasa
baik langsung maupun melalui media lain;

merencanakan kerjasama dengan pihak lain;

menciptakan kepuasan terhadap pelanggan:

membuat terobosan untuk memajukan hasil produk dan komoditi usaha;
membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik;
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Penagihan, mempunyai tugas :

a.
b.

d.

melaksanakan penagihan atas penjualan barang dan pemberian jasa;
membukukan tagihan yang diterima sesuai dengan aturan Perusahaan
Daerah;

membuat laporan pelaksanaan tugas sccara berkala dan atau periodik:
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Pemasaran, mempunyai tugas

a.
b.

i

r-clakukan penelitian terhadap jenis produk yang disukai pasar;

meneliti minat pasar terhadap hasil produksi dan jasa perusahaan yang
ada;

mengusulkan rancangan jenis produk atau jasa sesuai pangsa pasar,
melakukan penelitian terhadap Daerah yang memungkinkan untuk
dijadikan pasar hasil produk Perusahaan;

melakukan penelitian terhadap bentuk promosi yang efektif dan efisien;
membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik;
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

(1) Pada masing-masing Bidang Usaha dapat dibentuk jabatan Manajer,
Pemegang Kas dan Ketatausahaan.

(2) Uraian tugas dan wewenang untuk jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, A

th
i
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BAB V
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan

Pasal 9 maka -

a. Badan Pengawas wajib mengadakan pertemuan/rapat secara berkaly
sckurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilaj
pelaksanaan tugas Direktur;

b. Keputusan rapat Badan Pengawas diambi] atas dasar musyawarah untuk
mufakat dan untuk setiap rapat dibuat risalah rapat;

C. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi bajk dalam
lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan
dengan Direktur; dan

d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijakan vang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka
hal tersebut harus diaiukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan
Keputusan,

(2) Direktur wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu terienty untuk
membahas sccara menyeliuruh penyelenggaraan tugas dengan Bagian, Sub
Bagian dan Manajer di lingkungan Perusahaan Daerah.

(3) Dalam menjalankan  tugas, Kepala Bagian bertanggung Jawab kepada

Direktur, Kepala Sub Bagian bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian
masing-masing sedangkan Manajer bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Badan Pengawas

/} Pasal 23
(1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.

(2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inj
terdiri dari Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan
Daerah serta orang yang profesional dj bidang Usaha Perusahaan Daerah.

(3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas
diatur letih lanjut dengan Kcputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang
diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang sebagai
Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anggota.

(2) Apabila diperlukan, untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat
dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2
(dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan }]
(satu) orang dari unsur Perusahaan Daerah, ((ﬂ
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Pasal 25

Masa Jabatan anggota Badun Pengawas paling lama 3 ¢ tiga) tahun dan dapat
diangkat kembalj untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 26 |

(1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan
alasan :

a. meninggal dunia,

b. atas permintaan sendiri;

¢. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan lugasnya;
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

€.

terlibat dalam tindakan atay sikap yang merugikan Perusahaan
Daerah, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara:

melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara | (satu)
tahun atau lebih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

8 berakhimya masa Jabatan sebagai Badan Pengawas.

e}

(2) Tata cara pemberhentian Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut j:
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan ‘
sebagaimana dimaksud dulam Pasal 26 ayat (1) huruf ¢, d dan e Kepala “
Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang ‘
dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera “
mengeluarkan :

a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan
Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf ¢, d dan f: dan

b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara

sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan
perbuatan dalam Pasal 26 ayat (1) hurufe.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Direktur

Pasal 28

(1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta

atas usul
Badan Pengawas.

(2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini

bukan dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebj
dahulu status kepegawaiannya.

g
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(3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi  persyaratan

sebagai berikut -

a. warga Negera Republik Indonesia;

b. batas usja pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52

(lima puluh dua) tahun;

C. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan
yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;

membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi

perusahaan;

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan
Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menuryt
garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

8. Syarat-syarat lainnya diluar huruf a sampai dengan e ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

[

(4) Tata cara pengangkatan Direktur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerat,

Pasal 29

(1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembalji
untuk I(satu) kali masa jabatan berikutnya dalam kedudukan yang sama.

(2) Pengangkatan untuk masa Jabatan yang kedua sebageimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkaikan kinerja
Perusahaan Daerah setiap tahun,

Bagian Keempat
Pemberhentian Direktur

Pasal 30

Direktur berhenti wiuu dapat dioerhentikan oleh Kepala Daerah karena

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri:

¢. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya:

d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah
disetujui;

e. terlibat dalam tindakan atay sikap yang merugikan Perusahaan Daerah,
kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;

. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara | (satu) tahun
atau lebih, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

g. berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur.

Pasal 31
(1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 huruf ¢, d dan e Badan Pengawas segera

melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yarﬁ’

dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
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(3) Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kernia setelah menerima

laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan -

4. Surat  Keputusan Kepala  Daerah tentang  pemberhentian sebagan
Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan - scbagaimana
dimaksud Pasal 30 hurufe, d, dan f:

b.  Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara
sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud Pasal 30 huruf e,

\4) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada Pasal 30 huruf e, maka
Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberhentikan
sementara.

(5) Apabila Dircltur yang diberi kescmpatan membela diri dalam Jangka waktu
I (satu) bulan ternyata yang bersangkutan bersalah oleh Kepala Daerah,
maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.

(6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka sclama masa
pemberhentian sementara ia berhak mendapat gaji sebesar 75 % (tujuh
puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir serta tidak
menerima tunjangan lainnya.

(7) Direktur yang diduga telah melakukan suaty tndak pidana sebagaimany
dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f dan berhubungan dengan ity oleh pihak
yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya
harus dikenakan pemberhentian sementara.

(8) Jika sesudah pemeriksaan oleh pthak yang berwajib Direktur yang
dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Direktur
yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada
Jabatannya semula.

(9) Apabila Direktur yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana
dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f terbukti bersalah berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka
Direktur tersebut harus segera diberhentikan.

Pasal 32

(1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a,
b dan c, diberhentikan dengan hormat.

(2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf
d, ¢ dan f, diberhentikan idak dengan hormat.

(3) Dirextur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a selain
diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada
bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan
secara proporsional sesuai masa jabatannya.

(4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf ¢ dan g
selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (hma) kali penghasilan yang
diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan gang

besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa Jabatannya. f'i'
\
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Pasal 33

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Direktur berakhir, Badan
Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Kepala Daerah.

Pasal 34
(1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa Jabatannya berakhir, Kepala
Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan Kepala

Daerah atas usu| Badan Pengawas.

(2) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inj
paling lama 3 (tiga) bulan. :

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian

Pasal 35

(I) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berasal dari Pegawai Perusahaan
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dircktur.

(2) Prosedur, tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 36

(1) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat, dibina dan diberhentikan oleh
Direktur.

(2) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
dayat (1) pasal ini, diangkat dalam pangkat, golongan dan gaji pokok tertenty
sesual dengan ijazah yang dimiliki.

(3) Selain Gaji pokok, pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan
suami/isteri dan anak.

(4) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat
mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.

(5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian pegawai
Perusahaan Daerah dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Kepala Daerah.

(6) Jumlah pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat disesuaikan dengan
~ beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah. 2‘5
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Pasal 37

(1) Untuk kepentingan penyidikan, seorang pegawai Perusahaan Dacrah yang
diduga melakukan suaty kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan
dengan itu olch pthak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai
saat penahanannyz harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Jika setelah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pepawai
Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak
bersalah, maka pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan harus segera
diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal
demikian, mzka selima masa diberhentikan untuk sementara, 1a berhak
mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan
Jabatannya.

(3) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai Perusahaan Daerah vang
bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai Perusahaan Daerah
yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan gaji berikut
tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

Pasal 38

Pemberhentian Sescorang pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan setelah ditetapkannya Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 39

Kepada seorang pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud Pasal 37 2yat (1), jika belum terdapat
petunjuk-petunjuk  yang jelas tentang  dilakukannya pelanggaran vang
didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara
dan diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok
yang diterima terakhir serta tidak menerima tunjangan lainnya.

Bagian Kedua
Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 40

Nama dan susunan panglat/golongan pegawal Perusahaan Dacrah dan vang
terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam
l.ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah
ini.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 41

(1) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang memenuhi syarat dapat dinaikkan
pangkatnya setingkat lebih tinggi.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
Fida tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

(3) Kenatkan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari -
a. kenaikan pangkat Reguler, 4




b. kenaikan pangkat Pilihan; dan
C. kenaikan pangkat Istimewa.

(4) Prosedur dan tata cara kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (3)
pas

asal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 42

(1) Pegawaij Perusahaan Daerah yang mempunyai kemampuan dan profesional
di bldangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertenty,

(2) Prosedur dan tatg cara pengangkatan untuk renduduki jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah

Bagian Keem pat
Disiptin Pegawai Perusahaan Daerah

Pasal 43

(1) Setiap begawai Perusahaan Daerah Wajib :

a.

T

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia;

mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah
di atas kepentingan golongan atau diri sendiri :

menjunjune tingg; kehormaten atau martabat Perusahaan Duea),.
menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atay rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya;

melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
Perusahaan Daerah:

menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daergh
dengan sebaik-baj knva;

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya Kepada masyarakai
Inenurut bidang tugasnya masing-masing;

bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya;

membimbing bawahannya dalam melakukan tugas;

menjadi dan memberi contoh serta tauladan yang baik terhadap
bawahannya; dan

mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

(2) Setiap Pegawai Perusahaan Daerah dilarang :

a.
b.

«

menvalahgunakan wewenang;
melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung
merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara:
menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga
milik Perusahaan Daerah;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atay
meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara
tidak sah;

melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan. atay
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain vang secara
langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daqrah; o
menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari Siapapun

7
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bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atay pekerjaan

Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan;

bertindak Sewenang-wenang terhadap bawahannya;

melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik

Perusahaan Daerah atau Negara;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan:

). bertindak selaky perantara bagi sesuatu pengusaha atay golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atan pesanan darj Perusahaan Dacra),.

K. memiliki saham/modal dalam Perusahaan Daerah:

I melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain; dan

m. berstatus suami/isteri S€sama pegawai Perusahaan Daerah.

-
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Pasal 44

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana,
Pegawair Perusahaan Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin oleh Direktuyr.

Pasal 45

Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 44 adalah sebagai
berikut :

. Hukuman Disiplin Ringan yang terdiri dar;j
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
€. pernyataan tidak puas secara tertulis,

2. Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari -
a. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b. penurunan gaji sebesar | (satu) kali kenaikan gaji berkala, untuk paling
iama 1 (satu) takun; dan
C. penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,

Hukuman Disiplin Berat terdiri darj -

4. penurunan rangkat pada pangkat yang sctingkat icbih rendah untuk
paling lama 1 (satu) tahun;

b. pembebasan dari Jabatan;

¢. pemberhentian dengan hormat tidak alas permintaan sendiri sebagai
pegawai; dan

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan

(8]

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan
dan Sistem Pengembangan Karir.

Pasal 46

(1) Terhadap setiap pegawai Perusahaan Daerah dilakukan Penijlajan
Peiaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai,

(2) P :nilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

(3) Prosedur dan tata cara serta unsur-unsur yang dinilaj diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur. /H
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Pasal 47

(1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibuag
sctiap akhir tahun,

(2) Dgﬂar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan
objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawat.

(5) Apabila ada lowongan jabatan, maka pegawal yang menduduki dafiar Uryg
Kepangkatan yang lebih tinggi harus dipertimbangkan lebih dahulu,

(4) Deftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan menurut
.cara yang ditentukan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 48

(1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai beriku:
a. cutt tahunan, selaraa 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti becar/oyi pariang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kaii viasa
Jabatan;

C. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktur wanita;
d. cuti karena alasan penting; dan
€. cuti Sakit.

(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, b dan ¢
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat
vang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut d dan ¢
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari
Perusahaan Daerah.

Pasal 49
(1) Ragi setiap pegawai Perusahaan Daerah dapai diberikan Cuti

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
cuti tahunan;

cuti besar;

cuti sakit;

cuti bersalin; dan

cuti alasan penting

oo

(3) Prosedur dan tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. A
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BAB Vil
PENGHASILAN

Bagian Pertama
Badan Pengawas

Pasal 50
(1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari -

a. Honorarium; dan
b. Jasa Produks;.

J

) Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4 pasai

Ini adalah sebagai berikut -

4. Ketua Badan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari
penghasilan Direktur;

b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35 v (tiga puluh lima perseratus)
art penghasilan Direktur: dan

¢ Anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) darj
penghasilan Dircktur.

(3) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksyud ayat (1) huruf b pasal ini
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 51

Bagi anggota Sekretariat Badan Pengawas diberi kan honorarium yang besarnya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 52

(1) Penghasiian Direktur terdiri dar: -
a. gaji;
b tunjangan: dan
) ¢. Jasa Produksi.

(2) Besarnya Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal
ini adalah maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai
Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan
Daecrah.

(3) Jenis dan besarnya tunjangan, Jasa Produks; diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Pegawai Perusahaan Daerah

Pasal 53

(1) Kepada pegawai Perusahaan Dacrah vang diangkat dalam saqy panghat
menurut lampiran Peraturan Daerah ni diberikan gap pokok menurul
colongan/ruang gaji vang telah ditentukan untuk pangkat ity

(2) Disamping gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i1 maka

Zad Dc e I o ! | el — T, - . ) . '
kepada pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan dan lunjanganl
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Jabatan serta Jasa produksi.

(3) Begamyq Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

(4) Jenis dan besarnya tusijangan serta Jasa produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Kei dtusan Direkuur setelah
: J g
mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 54

Pegawai Perusahaan Dacrah yang memenuhi Syarat-syarat kecakapan, kerajinan
dgn pengabdian/ketentuan  dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan
diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 55

(1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali lika memenuhi syarat-
Syarat :
a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam
tahuu wiakuir; dun
b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan
gaji berkala.

(2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai Perusahaan Daerah belum
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal
ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama | (satu) tahun.

(3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai Perusahaan Daerah vang
bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama
untuk [ (satu) tahun.

Pasal 56

Pegawai Perusahaan Daerah yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan
hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan
kenaikan gaji berkala istimewa dan penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh
Dircktur setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 57

Calon Pcgawai Perusahaan Daerah dalam masa percobaan diberikan gaji
sebesar 75 % (tujuh pninh lima persen) dari gaji pegawai Perusahaan Daerah,

Pasal 58

Selain gaji sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) Pasal 57, vang bersangkutan
diberikan tunjangan-tun;angan yang sejenis dan besarnya ditetapkan oleh
Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas,

Pasal 59

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur. anorarigm Badan
Pengawas, Sekretariat Bzdan Pengawas, penghagllan pegawal dan biaya tenaga
kerja lainnya dibebankan kepa}dg Anggar;an Biaya Perusahaan Daerah yang
jumlahnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh pcrsera1u§) dari seluruh
realisasi'anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang berjalan. /
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BAB IX
Pensiun Direktur, Pegawai dan Jandza/Duda Pegawai
Pasal 60

(1) Pensiun Direktuyr, Pegawai Perusahaan Daerah dan Janda/Duda diberikan
sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai

Perusahaan Daerah selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan
Daerah.

(2) Batas usia pensiun seorang pegawai Perusahaan Dacrah adalah 56 (lima
puluh enam) tahun.

(3) Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penctapan hak atas pensiun
ditentukan atas  dasar tanggal kelahiran  yang  discbut/tertera pada
pengangkatan pertama schagai pegawai Perusahaan Dacrah.

(4) Syarat-syarai pensiun pegawai Perusahaan Dacrah diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(5) Prosedur dan tata cara serta besarnya dana pensiun sebagaimana dimaksud ’{
pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pada
program Pensiun yang diikuti oleh Perusahaan Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Dana Representatil disediakan dari Anggaran Perusahaan Dacrah paling tinggi it
75 % (tyuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direkiur dalam |
(satu) tahun vang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh L
Dircktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan ‘

Daerah.

Pasal 62

(1) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah atau Luar
Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar
Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

(3) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar :
" Dacrah harus mendapat izin dari Direktur.
BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

(i, Proses pengangkatan Badan Pengiwas pertama kalinya ditetapkan ole!?i;,
Kepala Daerch atas persetujuan Pimpinan DPRD. %




(2) Proses pengangkatan Direktur pertama kalinya ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

(3) Pr()se.s pengangkatan Badan Pengawas dan Pengangkatan  Direktur
sclanjutnya mengacu kepada Peraturan Daerah ini.
BAB XIiI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenal pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
paling lama 3 (1iga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang.

Ditetapkan di  Padang Janjang
pada tanggal & PEGRu4RN 2004 M
12 2ucwiyfan 1424 H

WALIKOTA PADANAE PANJAN G,/g/ :

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal D MaARET  2004M
11 MurtarrRasn [425H

SEKRETARIS DAE KOTA PADANG PANJANG,

/

MBARAN DAERA KOTA PADANG PANJANG TAIIUN 2004 NOMOR 11 seRi o, 4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
i TENTANG
PEMBENTUKAN CRGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAY
TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

L. UMUM

Perusahaan Daerah Tuah Saiyo yang bergerak dalam bidang Industri, Perdagangan Umum
dan. Jasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang juga sebagai salah satu sumber Pendapatan
/\sh' Daerah (PAD), harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan sesuai dengan
masing-masing bidang usaha yang diembannya.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan
Daerah' Tuah Saiyo dengan manajemen yang profesional dan transparan dalam rangka
mening<atkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk
Pembangunan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saivo
Kotz Padang Panjang,

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup )=las.
Pasal 4 . Cukup jelas.
Pasal 3 huruf'a . Cukup jelas.
hurut'b . Cukup jelas.
huruf ¢ © Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah kewajiban
Perusahaan Daerah Tuah Saiyo untuk mencari bidang usaha
yang betul-betul cocok dan mempunyai prospek vang
menguntungkan dan tidak mematikan usaha sejenis yang telah
ada di masyarakat, usaha tersebut dijalankan dengan prinsip-
prinsip ekonomi
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

. Calon Direktur yang ditetapkan un:uk diajukan oleh Badan

Pasal 8 hurufa ) '
Pengawas kepada Kepala Dacrah paling banyak 3 (tiga) orang,

huruf'b : Cukup jelas.
hurufc : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e - Cukup jelas.
huruf : Cukup j:las.
Pasui v . Cukup jelas.
Pasal 10 - Cukup j:las.
Pasal 11 . Cukup jelas.
Pasal 12 - Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukupj:elas.
Pasal 14 : Cukupj_elas.
Pasal 15 : Cukuplv:las.
Pasal 16 - : CukupJ_c]as.
Pasal 17 : Cukup qelas.
Pasal 18 . Cukup jelas. /&/




Pasal
Pasal
Pasal

Pasal]
Pasal

Pasalj
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasali
Pasal

Pasal
Fasal
Pasai
Pasal
Pasal
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43 ayat |
avat 2 hurut'm

44

45

46

47

48 ayat | huruf'a
huruf'b
huruf'¢

huruf'd

. Cukup jelas.
© Cukup jelas.

Pada setiap unit usaha vang dyalankan dapat dibentuk Jabatan-
Jabalan lain untuk mengurus unit usaha yang bersangkutan,
Jabatan tersebut terdiri dari Manajer (yang mengepalai unit
usaha) ditambah dengan pengelola keuangan dan tata usaha.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

© Yang dimaksud dengan anggota Badan Pengawas dari unsur -

a. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah yang tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) nya membina Perusahaan Daerah;
Orang yang professional adalah orang vang professional di
bidang  usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan
Perusahaan Daerah,

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

© Yang dimaksud dengan dalam hal calon Direktur vang ditetapkan

berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN:/BUMD,
maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebib dahuly
Status  kepegawaiannya atau terlebih dahulu  berhenti/
mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat permohonan
yang bersangkutan dan apabila terpilih menjadi Direktur maka
yang bersangkutan harus mengundurkan diri/berhenti dari
Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD.

: Cukup Jelas

. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.
. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan berstatus suamisistri sesama pegawai
Perusahaan Daerah adalah apabila terjadi pernikahan sesama
Pegawai Perusahaan Dacrah Tuqh Salyo,. maka salah satu
diantaranya harus berhenti sebagai Pegawai Perusahaan tanpa

ada tuntutan apapun.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.

- Cukup jelas. . ) , .
. Yang Z,‘J.naksud dengan cuti besar/cuti Panjang adalah cuti yang

diberikan 1 (satu) kali dalam masa 4 (empat) tahun.

: Cukup jelas. rh
- Cukup Jjelas. %

~No



hurufe . Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 5] © Cukup jelas.

Pasal 53 * Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 54 - Cukup jelas.

Pasal 55 © Cukup jelas.

Pasal 56 © Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukug jelas.

Pasal 58 . Cukup jelas.

Pasal 59 . Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 . Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 ayat | © Yang dimaksud dengan pengangkatan Badan P cngawas pertama
kalinya adalah pengangkatan Badan Pengawas setelah Peraturan
Daerah inj ditetapkan.

avat 2 © Yang dimaksud dengan pengangkatan Direktur pertama kalin_vq

adalah pengangkatan Dircktur setelah Peraturan Daerah inj
ditetapkan

Pasal 64 ¢ Cukup jelas. ;

Pasal 65 : Cukup jelas. /J




Lampiran 1:

Peraturan Daerah Kota p

Pembentukan

anjang,

o oa adang Panjang Nomor 9. Tahun 2004 tentang
Kota Padang p rganmsasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo

NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN

No.
PANGKAT GOLONGAN & KUALIFIKASI
1. p i - . .
- Pzgzwa! gasal Muda Golongan A Kualifikasi |
3 Peg wai Dasar Muda | Golongan A Kualifikasi 2
n 5 gawai Dasar Golongan A Kualifikasi 3
: egawai Dasar ] Golongan A Kualifikasi 4
5 Pelaksana Muda Golongan B Kualifikasi | N
LA Pelaksuna Muda 1 | Golengag B Kualifikasi2 |
. Pe!aksana L Golongan B Kualifikasi3 L
8. | Peiaksana | Goiongan B _Kualifikasi 4 R H_j
9. Staf Muda Golongan C Kualifikasi 1
10. Staf Muda | Golongan C Kualifikasi 2
11. Staf Golongan C Kualifikasi 3
12. Staf'l Golongan C Kualifikasi 4
/
13. Staf Madya Golongan D Kualifikasi 1 /
14. | Staf Madyal Golongan D Kualifikasi2/ /
15. | Staf Utama Madya Golongan D Kualifikasi 3/ /
16. | Staf Utama Golongan D Kualifikasi4 /

§ WALIKOTA PADA

G PANJANG,




Lampiran Il: Peraturan Daeral. Kota Padang

Panjang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang

WALIKOTA PADANG PANJANG

v

BADAN PENGAWAS

DIREKTUR
‘s
7 A
4
BAGIAN BAGIAN f
UMUM DAN PRODUKSI BAGIAN
KEUANGAN DAN JASA PEMASARAN
SUB BAGIAN R
. PERENCA- SUB BAGIAN SUB BAGIAN
NAAN PENGADAAN > PROMOSI DAN
PENJUALAN
L_,/ SUB BAGIAN ’ »|  SUBBAGIAN
UMUM ol ,
L I PRODUKS: | SURBAGIAN
SENAGIHAN
SUB BAGIAN /\\
KEUANGAN SUB BAGIAN L
> JASA [SUB BAGIAN
» [ UITBANG
SUB BAGIAN PFMASARAN
PERGUDANGAN

J

MANAG ER
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NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG

PCTIOK-POKOK PENGELOLAAN
PERUSAP’I{\:\N DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa o e . _

‘1 dalam  rangka meningkatkan  kemandirian  dan  kualitas
penyelenggaraan Perusahaan Daerah Tuah Salyo yang dapal menunjang
pelaksanaan pembangunan Daerah. dipandang perlu memberikan keluwesan

pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saivo vang akuntabel dan transparansi:

} e ot =Y rd 5 - & 5 =
buhwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu
ST TR - G, - "
menctapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan
Dacrah Tuah Sairyo Kota Padang Panjang.

Undang-undang Nomor § Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kceil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah
(LLembaran Negara Tahvn 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 962):

Undang-undanz Nomor 5 Tahun 1962 (entang Perusahaan  Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839),

Undang-undane Nemor 75 Tahur 1999 tentang Perimbangan Kodiiza
! A reriny Qac -
artadi pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun | 100 Nomot

79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

1986 tentang  Kewenangan
Industri (Lembaran Negara
a4 Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 ahun

Pembinaan dan Pengembangan

Pengaturan, e
ahu an Lembaran Negar

Tahun 1986 Nomor 23, Tambah
1999 tentang Tekmk Penyusunan
ancangan Undang-undang,
Keputusan Presiden

siden Nomor 44 Tahun
Jentuk R
Rancangan

Keputusan Pre e
Peraturan Pcrundang-undangi}n dan

Rancangan Peraturan Pcmerintah dzmO
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);




a Yy . ; - . .
7. Ieratqran Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1984 tentang Tata Cara
Ip)emblglaan dan Pengawasan Perusahaan Dacrah dilingkungan Pemeriniah
aerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 lentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah:

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

2001 tentang Teknil Penyusunan dan Mater; Muatan  Produk-produk
Hukum Daerah:

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8
_Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat [] Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Ser;
Cl)sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Nomor 8§ Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10
Seri E 7;;

L1, Peraturan Daerah Ko:g Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 3 Serj B3

2. Peraturan Daerah Ko'a Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri D 4)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I Daerah adalah Kota Padang Panjang,

2. Pemerintah Daerah  adalah Kepala Dacrah beserta perangkat  Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjany,
4. Wakil Kepala Daerah acalah Waki] Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya“disebut DPRD adalah

Badan Legislati{ Daerah

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang.

8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang.

9. Pengelolaan adalah kegiatan Manajemen yang dipimpin oleh Direktur
terhadap Perusahaan Daerah.




&

\_/

10. Rencang Pe
adalah rency
rencang

Ngembangan Jangka Menengah selanjutnya disebut RPJm

na kerja limg tahunan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan
angearan Perusahaan tahunan,

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 2

(1) erusahaan Daerah harug menyusun Rencana Pengembangan Jangka
Menengah (RPIM) atay Corporate Plan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sccara terarah, menyeluruh dan berkesinambungan serta akuntabel.

(2) RPIM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat -
 Aspek keuangan:

Aspek operasional:

Aspek personil:

Aspek manajemen: dan

Aspek peningkatan peran serta masvarakat.

f oo

(3) RPIM ini disusun atas Jasar survey pasar,
(4) Pelaksanaan RPJM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
(5) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah merupakan bagian dari RPJM_

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 3

(1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagal satuan usaha dilakukan
oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Tanggung jawab Pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah
melalui Badan Pengawas, dilakukan oleh Direktur.

Pasal 4
‘Tahun Buku Perusahaan Dacrah adalah Tahun Takwim.

Pasai 5

bijakar: Akuntansi yany dianut dalam pelaksanaan pembukuan‘ dan
Ke auc;.;'n-;m Laporan Keuangan Perusahaan Daerah berpedoman kepada sistem
u

flfﬁgtqnsi Indonesia yang berlaku untuk Perusahaan Daerah

Pasal 6

Perubahan sta { 11 h aerah dilakukan setelah
tatus hukum oparang milik PCI'USZ% aan D
" erndapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
m




()P rosedur fian tata cara perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penilaian Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi)
dari ‘Perusahaan Daerah, dilakukan oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan
Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Bagian Ketiga
Anggaran

Pasal 8

(1 Se_lambat~lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku,
Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan
Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Apabila Badan Pengawas menolak Rencana Anggaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dipedomani anggaran tahun yang
lalu.

(3) Anggm‘"\n sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini baru dapat
dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Perubahan anggaran dimungkinkan bila terjadi perubahan kebijakan yang
strategis.

(21 Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus
mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

(3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Laporan

Pasal 10

(1) Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan bulanan, triwulan,
tahunan dan laporan berkala lainnya kepada Kepala Daerah melalui Badan

Pengawas.

(2) Tata cara pelaporen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berpedoman kepada sistem akuntansi Indonesia yang berlaku untuk

Perusahaan Daerah.
BAB Il
PEMBAGIAN LABA
Pasal 11

(1) Pengguuiaan Laba buisih yang diperoleh Perusahaan Daerah scuay: tanunnya
ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :

(A7 e ST £ 15 yorulo s g —

w4




Untuk Penq

a.
o chdapatan Asli Daerah 55 7

l?. Untuk Cadangan Umum ;U o
fj' Bmuk Jasa Produks; 10%
. Untuk onsi . o
N Untullz %ana: PLHS{UI\ dan Sokongan Pegawai Perusahaan 6 %
ana Sosial dan Pendidikan 9 %

(2) Penggunaan Laba untuk

Cadang o lihle
penggunaan lain dengan ners angan Umum, dapat dialihkan kepada

etujuan Badan Pengawas.

(3) Laba bersih sebgpai '
' >Chagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul’ a pasal ini
disetorkan Setiap tahunnya ke Kas Daerah, ’ ) p

BAB IV
PENILAIAN KINERJA
Pasal 12

ad: dONLAWAS 1 el cpafie -hi ai
(h Bqdalj Pengawas pada setiap akhir tahun buku meiakukan penilaian atas
Kinerja Perusahaan Daerah,

(2) Aspek-‘ispel\ pentlaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

(3) Hasil penilaian atas Kinerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini di‘adikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat
keberhasilan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Badan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah
setiap akhir taiiun buku kepada Kepala Daerah.

BAB V
KEZRJASAMA
Pasal 14

(1) Untuk meningkatkan usaha, pengembangan dan peningkatan kincrja usaha
maka Perusahaan Dacrah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik dari

dalam maupun dari Luar Negert.

(2) Untuk pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat melakukan pinjaman
2 kepada pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.

gaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus saling

jasama seba .
(3) Kerjas dan saling memajukan.

menguntungkan

a dimaksud pada ayat (2) pasal ini

: bagaiman
kerjasama S€bAg undangan yang berlaku.

(4) Tata cara kepada peraturan perundang-

berpedoman



BAB VI
INVESTASI
Pasal 15

(1) Dalam pengembangan usahanya Perusahaan Daerzh dapat melakukan
investasi,

(2) Investasi sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat produktif,
menguntungkan dan efisien.

(3) Investasi dapat cilakukan setelah mend

apat persetyuan Kepala Daerah
melalui Badan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal vang belum cukup diawr dajam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Pasai 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota dang
Panjang.

Ditctapkan & Padang  Pagjang

pada tangeal S vesruaR’f /2004 M
12 Zatry (424 H
WALIKOTA PADANG C;\NJANG.
SU SYAM
Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal B MaRET 2004 M
11 Murarasw 1425 1
SEKRETARIS DAERAH KQTA PADANG PANJANG,
[
»"I;"f' ‘ ;J
uuﬁ’l/
AULIZUL SyUIB
: OMOR .12.. SERI E .8
LEMBARAN DAERAH Ko1A PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR .2.4... S

st A=t il ]



I.

I1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR i@ TAHUN 2004
TENTANG
POKOK~POKOK PENGELOLA AN PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

UMUM

- [j)ala’m menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola usaha dibidang Industri,
agangan Umum dan Jasa, Perusahaan Daerah diharapkan mampu meningkatkan

kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah melalui peningkatan kontribusi
terhadap Pendapatan Asl; Daerah (PAD).

- Uik |.1h11|f1gl\dll\d.n kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Tuah
Sarvo vang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Dacrah, dipandang perlu memberikan
Keluswesan pengelolann Perusahaan Dacrah Tuah Salyo yang akuitabel dan transparunst,

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang
Pokok-pokok Penselal. : ; =
Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal | Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup relas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.



KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELA!(\SANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
""" NO}N\IOR ® TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIH
JAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAII TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

enimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang dalam Lembaran

@ Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 Seri D 4 tanggal 3
Maret 2004 perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, di pandang
perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.

:ngingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962):

N

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387); .

[F8]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
@ Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat don Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

7. Peraturan TI'emerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);




10. Keputusan Presiden Nomor
Peraturan pe

Rancangan

g 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
fun ang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

Peraturan Pemerint, '
\ ah dan Rancan an Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahyp 1999 Nomor 70): ) ' e

11 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 200

N tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daergh:

12. Peraturan Menterj Dalam
Pembinaan dan Peng
Daerah:

Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
awasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah

13. IIzeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999  tentang =
€pengurusan Badan Usahg Milik Daerah:

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

’) .
E)?l(():rl‘ t;:ntang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
“rah:

IS. Peraturan Daerah Kota Fadang Panjang Nomor | Tahun 2004 tentang
Pokok—poqu Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3 %

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pergbahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Padang
Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pendirian Perusahaan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang Panjang ( Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7):

I'7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004
Nomor 11 Seri D.4); ‘

i18. Peraturan Dzerah Kota Padang Panjang  Nomoi 10 Takon 2004 tentany ,
Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang
Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 12

Seri E.8). ,

MEMUTUSKAN :

t.,r"mpkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH

SATYO KOTA PADANG PANJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

E‘F Keputusan ini yang dimaksud dengan :

d;g}[lnﬁﬁ[a[}; Kots igﬁ?;}? Eirg;;gbaerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
h acra

;idan Eksekutif Daerah. .
‘Mla Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Iy : : ang Panjang. _
il Kepala Daerah adalah V/akil Walikota Pad m’(’disinjgkat PD Tuah Saiyo adalah Perusahaan

WU i an Se]anjutnya - < ~ oy ¥ jase .
'-‘nlia[])]:a ! _Dae}zag Tuf:Lh Sa?ilg(l))’erygerik dalam bidang industr LI?C;:%;;‘;;;;;;;;&”Jde
by Pmennta o yd Pengawas dari PD. Tuah Saiyo Ko

b ehgawas adalah Badan Panjang.




' Eﬁia\[gazlreictiilragaie%?g :1: Sgl-'l“uah Saiyo Kota Padz_ipg Panjang yang diangkat dan diberhentikan
Dagrik . gan Peraturan Penggajian yang berlaku untuk Pegawai Perusahaan
’ :j)jcpiaj\-\:?jlaEl(;n(;)jrf)rl;l%?ﬁa;‘Z‘:?gﬂ Kun.trak adalah Tenaga Kelrja yang diangkat oleh Direktur dan
10 ljazah adalah Tandg 'l‘amatyOB(iT;iiin jge:_usskorntrak un)tukJ.ar?gka Waktl‘l tertentu.
diakreditas;. ekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah

I1. Akreditasi adalah Surat Tanda Pengakuan resm

Badan yang berw ;
3 p *n;h' Sl & " l’eh“ang_ﬂetelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut,
. IL b])‘“’;d: a di ah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya,
3 Jasa Produksi adalah bavian dar: 1op. ’ g . ”
y S‘Lt;mif[stri 1dd(l “]l th bagian dari laba bersih PD Tuah Saiyo yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
| I L 1S adal: COT: SID z fr 3 : . y :

) adalah seorang suami/istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesual
Ketentuan yang berlaky -

5 Anakk adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak
angkat yang syah _n}enurut peraturan perundang—undangan yang berlaku.
6. Dana Representatif adalah Dang Penunjang Operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas,

i yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan Badan Pengawas
Pasal 2
) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.

' Untuk pertama kalinya ( Periode Pertama ) setelah Peraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor
9 Tahun 2004 disahkan, pengangkatan Badan Pengawas dilakukan oleh Kepala Daerah atas
persetujuan pimpinan DPRD Kota Padang Panjang.

| Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi
Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai
anggota.

,) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
b. Orang-orang yang professional di bidang Usaha Perusahaan Daerah.

) Untuk dapat diangkat sebagal Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Menguasai Manajemen Perusahaan ; S
b. Batas usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 60 (enqm puluh) tahun;
¢. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

d. Menyediakan waktu yang cukup; dan .
e Tidai terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau_dengqn
| Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

| Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, maka yang bersangkutan harus
i 1
mengundurkun diri sebagal anggota Badan Pengawas.

| Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

' Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
34 afe
untuk 1 (satu) kali masa Jabatn.

(O8]




“pengangkatan kembalj dilakukap apabil,
awasen terhudap penoelal. ¢ angoot .
penga - o P pengelolaan PD. Tuqh&é, A Badan Pengawas terbukti mampu melakukan
cepala Daerah schingga PD. T s ¢ 9A1Y0 dan memberit. arvliss de o o
Kep uah Saiyg m: nberikan pendapat dan saran Kepada

5 , :
mMpu Mmeningkatkan Kinerja.

Untuk membantu tugas Badan p
jggotanya paling banyak 2 (du
o 1 (satu) orang dari unsyr pe
b, 1(satu) orang dari unsyr p

Chngawag dapat dj
1bentuk '
a) orang terdip; diad Sekretariat B

Merintah Daergh: da
D. Tuah Saiyo, o

adan Pengawas yang

Honorarium Anggota Sekretari

> at sebapgq; e
pendapatar: dan Biaya PD, Tua gaimang dimaksud ayat (1

. d = - "
h Saiyo Kota Padang Panjang, ) ibebaran kepada Anggaran

Bagian Kedua

Pemberhentiap Badan Pengawas

Pasal 5

wia Badan Pengawas dapat diberhentik
Veninggal dunia:

\las permintaan sendiri:

arena alasan kesehatan schingga tidak dapat melaksanakan tugasnyit;
idak melaksanzlan tugas dan wewenangnya; ’
alibat dalam tindakan atau sikap yang mery
epentingan Negara,

lelakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih, berdasarkan
eputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

eakhimya masa jabatan sebagai Badan Pengawas.

an dengan alasan -

gikan PD. Tuah Saiyo. kepentingan Daerah maupun

Pasal 6

Apabila anggota Badan Pengawas meninggal dunia Kepala Dazerah scgera mengeluarkan Surat
feputusan Pemberhentiannys sebagai Radan Pengawas.

Apbila anggota Badan Pengawas mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Badan
Pengawas maka Kepala Daerah dapat menentukan dua sikap:

& Menolak permohonan berhenti karena alasan / pertimbangan tugas.

) Mengabulkan permohonan berhenti.

; . : ta Baden Penoanvigg
Pemberhentizn anggota Badan Pengawas danat juga dilakukan ap-ablla. angg(,ng,'lr;a;mim; ZEnmri
®narbenar sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selan “my‘?d)fi% ‘]al)fsa‘.nak'm e
lnat keterangan dokter, dan bagi anggota Badan I_Dengélw’ds ))/‘d“g U’c‘l m]:;:d £\<e ah( Dae%qﬁ
“agaimana mestinya gehingga menggang2u Kinerja Bada{rjl It;)ngdw;:,ds g p
il adan Pengawas.
dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagal anggota Ba g

1 a“ggOta Badan Pe : ‘ 1maksud pada
il ngawas dlduga mela N I X ‘ d al .
PEIS ]]5 flLIque Kepala Daelall segera melakukan pemerlksaan telhadap yang helsang]ﬂ an

Pengawas sebagaimana
- gota Badan I
o - eriksaan terhadap #5 dituduhkan, maka Kepala
ii?;igdberdgsarka: 4l;a5;lsa1p?:; terbukti relakukar perbuzitaanra);a;egncglgak Hukum.

4rah sesepa;r?ma);am(elagorkan yang bersangkutan kepada Ap |

g y kukan suatu tindak pidana sebqganmana
';Ju oleh pihak yang berwajib dikenakan
I rhentian sementara.

ah mela

dengan :
rus dikenakan pembe

. |
A_"ggﬁta Badan Pengawas yang didugs :1
"Meksud Pasal 5 huruf f dan berhubunga ha
4 nan sementara, mulai saa. penahananny




(7) Jika sesudah Pemeriksaan oleh
pemberhentian S€mentara te
dan dipekerjakan kembali p

myatpal}tliik ]Zé:)ng berwajib anggota Badan Pengawas yang dikenakan
. Hdak bersalah, maka yang bersangkutan harus seg langk:
adaJabatannya e yang g us segera diangkat

(8)  Apabily anggota Bag;
dimaksud !’Zsal 5 hur:nf fptzngawés yang diduga melakukan suaiu tindak pidana sebagaimana
kekuatan hukum letap mal roukti bersa|ah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyaj
a anggota Badan Pengawas tersebut harus diberhentikan.

(9)  Apabila anggota Bad:
dimaksud P:sal 5 a:::u fp <3fng§1was Yang Qiduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana
, tidak terbukt; bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang

111) Untuk isi
) mengisi kekosongan anggota Badzn Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud

- k] o a Bad

12) Apabi

1( ) jagzgiar::ffitad]sadan P enga.iwas.yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah pindah tugas /

j D Yeman K e udukannya dlg'fmtlkan olen pejabat baru dari unsur yang sama dan dikukuhkan
g Cputusan Kepala Daej 4, sampai masa jabatan Badan Pengawas tersebut berakhir.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Direktur
Pasal 7

1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul
Badan Pengawas.

2) Dalam hal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta, tetapi
berasal dari PNS atau Perusahaan lain, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih

dahulu status kepegawaiannya (berhenti).

- ) Proses Pengangkatan Direktur untuk pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2004 disahkan, ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk periode

selanjutnya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

") Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:

Warga Negara Republik Indonesia;

Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;

Mempunyai Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) Ekonomi atau Teknik Industri;
Lebih diutamakan yang mempunyai Pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan
sejenis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi ) dari Perusahaan sebelumnya

dengan penilaian baik:
! ¢. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental

(General Cek Up);
f. Tidak pernah dihukum penjara berdassrkan putusan Pen

kckuatan hukum tetap; '
g Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara_l dan

o o

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

gadilan yang telah mempunyati

Pemerintah; , , _ .
h. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau

Swasta; : L
.. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;

. Ti jadi ] ' Perusahaan lain;
). Tidak merangkap menjadi Pegawai Negeri atau ha : |
k- Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan Daerah;

5




I Tidak tsrikat hubungan
Badan Pengawag
menantu dan ipar.

1, v
-(Ganrga A
SaMpai derajag or. o0 Kepala Daeray .y :

Jat ketigy by menuryt gari; IL\ e apala Dacra dan dengan

Tus maupun kesamping termasuk

Pengangkatan Direktyr g :
Datadh. ebagaiman, dimaksud pada ayat (1) ditetapkan g
€n

sana Ty ' ¥ . :
bersangkutan tetap berstatus sebagai PegaS Direktur dan jika terpilih menjadi Direktur yang

berakhir kembal; menjadi Pegawaj PD. Tuf:g:;ycf PTuah Saiyo dan setelah masa_jabatannya

1) Untuk Pertama kalinya ( Periode Pertama ) setelah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004

Direktur.

J) Direktur terpilih dilantik oleh Kepala Daerah.

!) Direktur sebagimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diikut-sertakan dalam program Dana

Pensiun.

Y) Prosedur dan Tata Cara serta besarnya Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini

diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang diikuti oleh Perusahaan Daerah.

oS

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhcntian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian

Pasal 10

) Untuk mengisi jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Direktur mencari Pegawai PD

Tuah Saiyo yang memenuhi syarat.

2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur dapat membentuk Tim

Pertimbangan Jabatan.

}) Pegawai yang diarahkan untuk menduduki suatu jabatan diberikan pendidikan dan pelatihan

dalam Jabatan.

| Syarat-syarat Jabatan dan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini serta Tata Cara Pemberhentian Dalam Jabatan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur.




Untuk dapat diangkat menjadi Pegawa

a

b.

[=" <«

5uE m oo

—

Pasal 11

fisiensi untuk pekerjaan t

kontrak atau pegawai honorer sesuaj kebutuhan,

ertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga

Pasal 12

» menjatuhkan hukuman disiplin /
g-undangan yang berlaku,

Pasal 13

1 PD.Tuah Saiyo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Warga Negara Republik Indonesia;

Memiliki ijazah / STTB - SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma III (D3) atau Sarjana
(S1);

Berusia paling rendah 18 {deiapan b
dan SMU/SMK, paling tinggi 35 (ti
puluh) tahun untuk Sagana (S1) ; _ N
Berkelakuan baik yang dibvktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;

Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter- _

Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaaq lain; . '

Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi PemerlnFah atau Swasta;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; . ,

Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah;

Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.

clas) dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk SLTP
ga puluh lima) tahun untuk D 111, dan paling tinggi 40 (empat

Pasal 14

(1) Pengadaan Pegawai PD.Tuah Saiyo diumumkan seluas-luasnya oleh Direktur.

(2) Untuk melakukan proses penerimaan pegawai PD.Tuah Saivo, Direktur dapat membentuk Tim

atau Panitia penerimaan pegawai.

(3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan antara Jajn :

a. Jumlah dan jenis lowongan; . - . | |
b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang ditentukan oleh Direktur;
c. Alamat tempat lamaran diajukan; dan
d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.




1 Surat pernyataan Pelamar, bahwa ia tid

Pasal 15
alap pelamar Darus mengaiukan sucat fomapa o
jialam‘mkan _l\epada PD.Tuah Saivq defignn 4t arn yang ditulis
Daftar Riwayat Hidup; g ‘ngan disergj -
. Salinan jazah atau Surit Tang
Surat Keterangan Berkclakuan
| Surat Keterangan Berbad
. Surat Pernyataan pelam

Perusahaan lain;

- Surat pernvataan pe : )

5 , p yt az PLla_llnag bahwa ia tidak pernah diberhentik i :
pegawal suatu instansi, baik Instans; Pemerintah ma | mikan tdak dengan hormat sebagai

! . ¢ aupun Instansi Swasta:

; Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihuk ; )S.“m*

keputusa.r pengadilan vang sudah me o ukum penjara atau kurungan berdasarkan

tindak pidena ;\ciahu.m'n 28U tindak uril([j)unyall\ kckuatan hukum etap karena melakukan suatu

d a eiahat: : e :
sebeluninya; prdana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

acngan tubisan iangan sendiri yang

a Ta_lmat Belajar (§°
Baik darj Kepolisi

an Schat yang dib
ar, bahwa ia tidy

I'TB) yang diperlukan:
an setempat;

uktik: cnpan S §
i k}:lndd;ngdn Surat Keterangan Dokter:
erkedudukan sebaga; PNG ainr. FOwie i
sebagai PNS atau CPNS atau Pegawai

dk pernah ttlriibat drll'ln] geralee £
[) 5 ~N N . :,Lrll\l ol gl nenentan e castle
UU l(‘) 5. N S'dr'd a P 31 {:nntah !{l clc akan yd 1 n 1.1.1 e anca lld,

5

Pas Photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;

linan Keputusan y: S -
Saling ! putusan yang sah atau ksterangan tentang pengalaman kerja bagi pelamar yang telah
mempunyal pengalaman tekerja; dan S

Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasal 16

kgawal Hoporcr / Tenaga Kontrak yang ada di PD.Tuah Saiyo dan berminat menjadi Pegawal
D.Tuah Saiyo, persyaratannya diberlakukan sarna dengan pelamar lain.

Pasal 17

it lamaran vang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak dikembalikan
:pada yang bersangkutan.

Pasal 18
) Pelamar yanyg surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.

)) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direktur.

2 Ujian meliput :

a. Pengetahuan Umum;

b. PPengetahuan Teknis;

c. Kepribadian apabila dipandang perlu; dan
d. Kesehatan.

Fasal 19

elamar yang diterima, dianglat oleh Direktur menjadi Pegawai de”?ja“ m?(s; azzrzgzﬁgr g:;
fipekerjakan serta digaji berdasarkan kemampuan Perusahaan dengan berpedoman kep

pegawai PD Tuah Saiyo.
Pasal 20

lan dan paling
rane-kurangnya 6 (enam)l bu

i Sell’(ggavfai Penuh PD.Tuah Salyo dalam pangkat
syarat-syarat . |

a, UUD 1945 dan Pemerintah

. Pegawai vang telah menjalankan masa perc n S
lama 1 (satu) tahun, diangkat oleh Direktur menJaC}I e i
tertentu dan digaji menurut peraturan yans ber iak,u dllqjake " dn Paneasl]
8. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh Kepe

Republik Indonesia; _ R T —
b. Telah mznunjukkan Dedikasi yans ba}k terha_da:nch;is;had
¢ Telah menunjukkan sikap dan berbudi pore’ 7 kzgln tug,as; dan
U Telah menunjukkan kecakapan dalam melqksanii dan rohani untuk
% Telah memenuhi syarai-syarat kesehatan jasma

%)
penuh. 5

diangkat menjadi pegawal

s smcTTmR




Tata Cara penilaian scbagaimﬂn di
. ) ana Nake
Keputusan Direktur maksu ada a asal mi (j
Kep pad yat (1) pasal inj dltet'lpk lebih |
apkan lebih lanjut dengan

Pasal 21
i telah menjalank,
pgawai yang “Njalankan mag,
jatur dalam pasal 20 diberhentikan i

an tetapi tidak
sebagaj b P! tidak me

. menuhi syarat-g
€2awai PD Tuah Saiy i

rat-syarat sebagaimana
O tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 22
epada seseorang yang dianok. - .
e Iuh 1ima vercer gkat menjad Pegawai Percobaan pp 1 ah Saive At -
wjuh pulun ima perseratus) darj £aji pokok -Tuah Saiyo, diberi gaji sebesar 75 %

Pasal 23

Y T dirgy. ceyy -
1) Masa l\'u_m ‘I cEawat termasuk masa sebelum menjadi Pe
dapat diperhitungkan deno

gawal PD.Tuah Saivo Padane Panjang
, . g : aiy adang Panjan
2an Keputusan Direktur. s TAans

2 Pegayvai yang telah memasuki usia pensiun diberikan uvang pensi e <an Peraturan Dx
Pensiun yang diikuti oleh PD. Tuah Saiyo. £ pensiun berdasarkan Peraturan Dana

W) Dalam hal terjadi pemutusan hu

! bungan kerja, PD. Tuah Saiyo wajib membayar uang pesangon
sesuat dengan ketentuan Perunda

ng-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak PD. Tuah Saiyo

Pasal 24
) Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak PD.Tuah Saiyo diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

)) Pengadaan pegawai honorer / tenaga kontrak di]akukan.hanya'unru!( memf:quhi kgbutuhan tenaga
kerja tidak tetap uniuk kepentingan pelaksanaan pekggaan di PD.Tuah Saiyo, bw!amana.kondlsn
kemampuan keuangan PD.Tuah Saiyo belum mengizinkan untuk Pengangkatan Pegawai Penuh

) PD.Tuah Seiyo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerimaan atau pengangkatan Pegawai Honorer atau Tcnaga Kontfak dilakukan untuk kontrak
paling lama 2 (dua) tahun kalender, terhitung mulai tangggal penerimaan dan pengangka‘lannyé
dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu ) tahun,

——

{) Setelah dilakukan pencrimaan dan atau pengangkatan Pegawai Honor.erkatau Tenaga Kontrak,
yang bersangkutan diharuskan membuat surat perjanjian kerja dengan Direktur.
ilakuk: . pekerjaan stal” pelaksana dan
%) Pengadaan Pegawai [Honerer atau ‘Tenaga Kontrak dilakukan untuk pekerjaan stal pe @
tidak diperbolehkan untuk jabatan pimpinan.

Pasal 25

Tenaga Kontrak serta Tata
awal | or atau Tenaga Kontrak ser
Yarat-syarat yang harys dipenuhi oleh setiap calon I’cga\\’/‘?l ”(:'no;-\'b:n;ur‘qk Satur denuan Keputusan
n f’t‘mbcrﬁcnt:ﬂnnv | sebaem Pegawai Honorer atau 'enaga ¢

¢ a sehdle =

irektur

Pasal 26
PEEI . :nghastlan sesual
W Tk swajiban dan pc
ak erikan Hak, Kewa
ontrak diber

i Pegawai Honorer atau “Tenaga B dengan Keputusan Direktur.

Wn keahliannya yang besarnya ditetapkan ’

)




Pasal 27
fenaikan pangkat ada'ah pen

pD.Tuah Saiyo. ghargaan y

ang diberik;
dl] alas Y ‘. :
alas pengabdian vang bersangkutan terhadap

rasal 28
(1) Bagi pegawai PD Tuah Saj

tinggi. YO yang

ncmenuhj .
Syarat dapat dinaikkan panghatnya sctingkat Icbih
(’)) Kenaikun ;mnu]\-m sehavai .
: . 2] gaima e
Januari dan 1 Tl s ¢ na dimaksud pada ayat (1) pasal ini di .
: Jult setiap ahun, 3 pasal 1ni ditetapkan pada tanggal |

Pasal 29

Kenaikan pangkat yang dapat diberikan k i Sai ‘
e enian Dangiat T{egu]er; n kepada Pegawai PD.Tuah Saiyo terdiri dari :

b. Kenatkan Pangkat Pilihan: dan

Kenaikan Pangkat Istimewa.

Pasal 30

(1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai PD.Tuah

Sgnyo yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatihan jabatan yang
dipangkunya. ) )

() Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai PD.Tuah Saiyo yang memiliki :

a. STTI Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda Golongan B Kualifikasi
1.

b. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah
sanipai dengan pangkat Pelaksana Golongan B Kualifikasi 3;

¢ STTB Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun, adalah
sampai dengan pangkat Staf Muda Golongan C Kualifikasi |

d. ljazah Sarjana Muda, Akademi atau ljazah Diploma III Politeknik adalah sampai dengan
pangkat Staf Muda 1 Golongan C Kualifikasi 2; dan

e. ljazah Sarjana (S1) adalah sampai dengan pangkat Staf [ Golongan C Kualifikasi 4.

Pasal 31

Kenaikan PPangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang
bersangkutan : S e o
a. te]agh 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan mexfrlyll.kl »kme.rja yang baik.
b. telah 5 (1ima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan memiliki kinerja yang cukup, dan sedung.

Pasal 32

enaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai PD.l uah Saiyo

(1) Kenaikan Pangkat Pilihan adalah k \eh pendidikan yang lebih tinggi.

) R o
yang berprestasi tinggt, penyesuaian jjazai karena mempe

() Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang kepangkatan.

Pasal 33

ang menunjukkan prestasi yang luar biasa.

kenaikan Pangkat Istimewa diberikan Kepada Pegawal y

10




pegawal yang menunjukk

tinggi apabila:

5. menunjukkan prestasi
terakhir sehinggga ia
Keputusan Direktyr

b. sekurang-kurangny

an prestag; luar p;

keria yang lums & < Pangkatnya setingkat lebih

Nyata-ny, .
yata menjad; €rus selama 2 (dua) tahun

4 yang dinyatakan dengan

a telah 2 (gy.
(dua) ta)yn dalam pangkat yang dimilikinya

Bagian Keempat
Pcngangkatan Dalam Jabatan
Pasal 35
Pegawai yang mempun

yai kemam ua
ja'oatan tertentu. puan da

1 profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduk;

BAB 1V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
Eata Cara dgn bes_arnya bi.aya Perjalanan Dinas Direktur dan Pegawai baik ke Luar Daerah maupun ke
uar Negeri selanjutnya diatur dengan Keputusan Direktur,
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

{eputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kep ini dengan
»enempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Pgdang / Panjang
pada tanggal /< 4' J 2004 M
23 far 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Diuﬂ'ﬂ’angkan di Padang P‘?,‘njang
pada fangga] =2 /"/3’7’) [ 2004 M
e Jia) §\{':<{c:o‘ 1425 H

o
R ! h ;g
EKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 5

/
Z'LA JILI

MBARAN DAERAH KOTA

L SYUIB

” r : s é
PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D -.&..




PERUBAHAN

Menimbang

| Mengingat

. f e ke
PU'IUS? WALIKOTA PADANG PANTANG
OMOR |7 TAHUN 2004

TENTANG

ATAS KEPUTUSAN *
TENTANG PETUNJUK, PEL AN "WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2004
AKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOE
< 913&;{5}{ 2004 ’I]')ENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
AHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa‘sehubnngan dengan masih kecilnya minat masyarakat untuk mendaftar
sebagai Calon Direktur PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang pada tshap
pertama dengan persyaratan pendidikan minimal Sarjana ( S1 ), maka untuk
lebl.h membuka kesempatan pada tahap kedua juga dapat diterima pendaftaran
bagi yang berpendidiken SLTA atan sederajat dengan syarat mempunyai
pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan;

bahwa untuk mewnjudken maksud pada hursf a diates, di nandang perls
merubah alns Keputusen Walikota Padang Panjaug Nomor 9 Tehun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomu:
0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Peruszhean

Daerah Tuah Saivo Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan suafu
Keputusar: Walikota Padang Panjang,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembzaran
Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambalian Lembaran Negara Nomor 962);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran

‘ Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenfang Perimbangan Keuangan
antara Pemerin‘ah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarazn Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

 Pperaturan Pemerinteh Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ( Lembaran Negara
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintall

. dan Kewcnangan Propinsi scbagat Dacrah Otonomn (Lembaran Negara Tahum

5000 Nomor 54);




Memperhatikan

Pemer;
Peﬂ Tintah N()m()r 105
N Avaban  Ke 000 tentang P
omor 202, Tumbahay Iﬁ“ﬂﬂsan Daersh (Lemp Ns engelolaan dan
9 Pe mbaran Negara Nomor 4022) egara Tahun 2000
raturan ) -
Pe Pemerintah Nom

10. Keputusan 2residen Nomor

(Lembaran

11. Keputusan Preg;
residen Nomor 74 Tah
Penyolonseara:n Pemeris:ahan Daeraﬁl 2001 tontang Tata Cara Pengawasan

12. Peraturan : _
Pembinamgmeﬁ:np Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Daerah: engawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri
- egeri Nomor 50 Tahum 1999 tent
Kepengurusan Badan Usaha Milik Dacrah; " e

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

;.)001 tentang Teknik Penyusiman dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daersh ( Lembaran Daersh Kota Padang
Panjang Tahun 2004 Nomor 3 seri E3);

16. Peraturen Daersh Kota Padang Panjasg Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Ferubahan atay Persturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat Il Padivy
Panjang Nomor 8 Tamm 1995 teontang Pendirian Perusahaan Daergh

Kotamadya Dzerah Tingkat II Padang Panjang ( Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7);

17. Peraturan Daersh Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusshaan Daerah Tuah Saiyo Kota

Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor
11 Seri D.4);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Paniang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerash Tush Saiyo Kota Padang
Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 12 Seri
E.8);

19. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petmjuk
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Deersh tuah
Saiyo Kota Pacang Panjang ( Lembaren Dacrah Kota Padang Panjang Tahun
2004 Nomor  SeriD ).

Porsetnjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Nomor
500//2015.a/DPRD-PP/VIU2004 tanggal 21 Juli 2004.




Menetapkan

(1)
(2)

3)

5)

(6)

ADANG p
S ANJANG AN AHAN
Kora TEI;)NT ANGG PETUN PEr AaNG PANJANG NOMOR 9 TAHUN
I[;Emmmm OII;QAJMAI: NOMOR o T g 2004 'r]r)sNTm
| SASI D ¥
AERAH TUAH saryvo KOTA 5 pa T?TAG KERJA PERUSAHAAN
PASAL |

Direktur diangkat i :

Badan Penge \%l;s ' oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul

g:ggrin bh(:;las (;lal(zlr:zr li)igfl(gr ;eba%aima:: dim]aksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta,
. au Perusahaan lain, maka vang b t h

terlebih dahulu status kepegawaiannya (berhenti). yons beremngiatan  harus melepaskan

Proses Pengangkatan Direktur untuk pertama kalinya (Periode Pertama) setelah Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2004 disahk

. \ _ an, ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk
periode selanjutnya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Untuk dapat diusigkat sebagai Direkiur, harus mememly persyaratan sebagi bevilat:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;

c. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) aten SLTA dan memiliki pengalamen kerja di
Perusahaan minimal 5 (lima) tahun;
Lebih diutamakan yang mempunyai Pengalaman Kerja minimal 5 (lima) talun di
Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi ) dari Perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;

Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Dokter;

Tidak pernah dihukun penjara berdasarksn putusen Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap,

g. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah;

h. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah eteu
Swasta; . - ] . o

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;

Tidak merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;

Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi dan Misi Perusa.haan Daerah;

Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakx.l Kepala Daerah dan dengan

Badan Pengawas sampai Jerajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping
rmasuk menantu dan ipar. . . B

Setia:;)3 pelamar harus mengajukan suraf lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan
1 atkan Kepada Kepala Daerah. o

}(’i:‘f;:lngkatan SireM' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

d.

Cavo o pote

-
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TENTANG

PENGANGRKATAN
1.3 o w s o { ’\N ANG
LRUSATAAN DAL R AL NGGOTA BADAN PENGAWAS

UAH SAITYO KOTA PADANG PANIANG
WALIKOTA PADANG PANJANG

bahwa se )

‘i‘:“:l‘“\:‘:jrml\‘—'ul:Wl:li‘ulnjuan }clah bcrakhirqya masa jabatan anggota Badan

3003, dan s.am.b‘il ;;wn du”l:m .l’uu.h Suivo KNota Padang, Pu.njal.\g penode 19949-

PU L uah Sane dc:nu't:m::_u bslesamya proses restrukturisasi dan revitalisasi
San van manajeman baru, maka untuk kelancaran pelaksanaan

rl'm ns.’a\\'g‘}an. d.w.ma perlu mengangkat angeota Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Tuah Saivo Kota Padang Panjang.

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu
menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.

Undane-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
kota ket Dalam Lingkungan Daerah Propinst Sumatera Tengah:

Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1962

tetang Perusahaan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl
Peoawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1984 tentang Tata Cara
pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daecrah’

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusian Budan Usaha Mihik Dacrah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang Pzzr'\jang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Dacrah ‘T'uah Saiyo Kotamadva
Daerah Tingkat 11 Kota Padang Panjang:



Menetapkan

PERTA ViA
KEDUA
i A
B
KETIGA

Dol “eaeddy <cnivav hep withe

Menvaneiug Angpog
Padane Paniane.
Lampiran

bembar ke
bar Kedug chtxltlsuux Walikota Paday
Nomor 26 {ahan 2003
Tanggal :_ 74 maney 2003 M
1424 H

18 Puanjang

MEMUTUSKAN

a Badan P i i
dcr‘man :n Penvawas Perusabaan Daerah Tuah Saivo Kot
gan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Keputusan ing :
san it terhitung i : .
i Ane ¢ mulai tanggal 1 April 2003 sampai dengan

OLY Badan Penoww e ive . .
t Badan Peneawas berdasarkan iPeraturan Daerah vang baru.

/\n YOO . . I . ey ¢ 1 1
‘L—.-_i ta Badan Ign.gav\as sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
mempunval tueas sebasal berikut ¢

2

1,2

th

6.

~l1

Menentukan Kebijaksanaan Perusahaan.

Memberikan pendapat dan saran-saran kepada Walikota mengenal
rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta
perubahan iaporan-iaporan iainnva dari Direksi.

Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah
werta  menvampaikan hasii  peniiaiannva kepada Walikota dengan
tembusannva kepada Direksi Perusahaan Daerah.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal
Perusahaan  Daerai  menunjukkan  geiaia kemunduran. segera
melaporkan kepada Walikota dengan disertai saran mengenai langkah
perbaikan yang perlu ditempuh.

viemberikan pendapat  dan  saran-saran kepada Walikota dencan
tembusannva kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai sctiap
masaiah iainnva vang dianggap penting bagi pengeioiaan Perusahaan
Daecrah. .
Melakukan tugas-tugas pengawasan lain vang ditentukan oleh Walikota.
NMiemberikan iaporan kepada Walikota secara berkala ( Triwuian dan_
Tahunan ) serta pada setiap waktu vang diperlukan mengenal
perkembangan Perusahaan Dacrah dan hasil pelaksanaan tugas Badan
Penuawas.

Sewvala  biava  yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
- —tiid A A = 7 ; ‘ . ‘ .
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Tuah
Saivo Kota Padang Panjang:
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Nomor adang Paniang

N " 2€ Vahun 2003
Fanepal . /4 ma::e‘; 2003 M
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1424 H

Dencan ditetapkanny

Pantane a Keputusan ini.

‘ NOMOT B3R 30 3, 1IN 0 maka Keputusan Walik
Surat Keput _.u MIN-2001 tentane Pe .b' ] . kota P?.dang
putusan Walikotama ¢ Perubahan Kedua Lampiran |

' | dva K . .

Nomor UP 10:3/DN-1999 tanee Kepala Dacrah Tingkat 1l Padang Panjang

Badan Pengawas dan Di L gal 15 Februan 1999 tentang Pengangkatan
= a ireksi Perusahaan Daerah Tuah Saivo Kotamadya

Daerah Tinek: :
ekat Il Padane Paniang dinvatakan tidak berlaku lagi {(dicabut):

Neputusan im 11 beriak

diubah dan di:::;ltl;-:likl?c{:?ku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

ternvata terdan: N 1 kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari
¢ crdanat kekehiruan dalam penetapan ini s

Ditetapkan di Padang Panjang

pada langgal 794 mone/ 2003 M
1424 H

WALIKOT

CZ

YOHANIS TAMIN

lembusan K.eputusan ini disampaikan kepada Yth. :

|
)
3
i,
5
b,
- N\
B
i “» ;
}
t L

Dt 1 oinds <y e hep Witk

~ Gubernur Sumatera Barat di Padang:

~ Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang .

. Kepala Badan Pengawas Dacrah Kota Padang Paniang di Padang Panjang .

Ketua Badan Pengawas PD. Tuah Saivo Kota Padang Panjang di Padang Panjang :
Dirchtur Ultuna P Tuah Saivo Kota Padane Paniange di Padane Paniang :

ATSID

PANJANG
Y)
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Lampir
piran Keputusan Walik

' ota P
-\nmur 2€ | adang Panjang

ahun 2003

Tanggal - /9 maney 2003 M
Tentang - b B

I)’engans,l\atan Anggota Badan
Pengawas Perusahaan Dacrah
Tuah  Saiyo Kota Padang

Panjang.
~T M\ R R
" o A . JABATAN papam TIABA'I‘AN DAI -
s » KEDINASAN T | AM BADAN |
s romans famin. St - Walikota Padang l’amanu; B l K—etua Bad;l; Pe E
jang ngawas

| Perusahaan Daerah luah Saiyo
| Kota Padang Panjang merangkap |

o ! anggota. !
o ‘ L ]

|
. 2 Dis. Aulizui Svab l ‘:cmglanx Dactail Kota 1 “adany | i*clahsana Hartan Ketua 3adan ;
@‘l . v diany. | Pengawas Perusahaan Dacrah |
o | Tuah Saiyo Kota Padang Panjang |
:! | merangkap anggota !
S WO | |
5. Ldmar Titric SE. ~Kepala Bagian Perekonomian | Sekretaris  Badan  Pengawas :
‘ ; Setdaho Pudang Panjang, Perusahaan  Daerah Tuah Saiye !
& | Kota Padang Panjang muang,i\api
: { | anggota .
T i
o '
I 4 1 Drs. Yusnal Abidin t Kepala Dinas  Pernindustnian, | Anggota Badan Pengawas l
t : ' Perdagangan.  Koperasi  dan | Perusahaan Daerah Tuah Saivo !
3. ! " Pertambangan  Kota  Padang | Kota Padang Panjang |

" Pamany
Pamang,

YOHANIS TAMIN
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10.

- KEPUTUSAN WAL IkOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4/8 TAHUN 2003

TENTANG

UTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
TANG PENGANGKATAN ANGGOTA

USAHAAN DAERAH TUAH SAIYO
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

b‘ah}\'a sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelantikan dan Serah
Terima Jabatan Walikota Padang Panjang dari Pcjabat lama Sdr. Yohanis
F'amin, SH kepada Pejabat baru Sdr. dr. Suir Syam, M.Kes. MMR pada
tanggal 11 September 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.23-481/2003 tanggal 8 September 2003 tentang Pemberhentian
dgn Pengesahan Walikota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat, maka
dirasa perlu merubah atas lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Tuah Saivo Kota Padang Panjang;

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu
menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tetang  Perusahaan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Dacrah:

Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Jeraturan o .
! a Milik Daerah;

Kepengurusan Badan Usah

erah Kotamadya Daerah Tingkat I Padang Panjang Nomor 8

> [Da e . ;
Peraturan -t n Pecrusahaan Dacrah Tuah Saiyo Kotamadya

Tahun 1995 tentang Pendinia

Daerah Tingkat II Kota Padang Panjang;

g Nomor 26 Tahun 2003 tentang

. ik Padang Panjan _
Keputusan Walikot : Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
pPadang Panjang.
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ﬁ",«' embusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

e =

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Lembar Kedua Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : &/8 Tahun 2003
Tanggal :_23 T 2003M
R6 ‘el 1424 H

MEMUTUSKAN

L\Aot(:)r"u bah atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun
=YY tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah

Saiyo Kota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dengan ditgtapkann)fa Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Walikota
Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Badan

Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang dinyatakan
tidak berlaku lagi (dicabut);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di PadarE{Panja)g,/\
pada tanggal R3 &pl [/ 2003 M

28 47 1474 H

WALIKOTA PADANG P

X SUIR SYAM;/}

. Gubernur Sumatera Barat di Pa'dang;. o
_ Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang

. Ketua Badan Pengawas Tuah Pad
. Direktur Utama PD.Tuah Saiyo Kota Padang Panj

. Arsip.

.
. ) u
{"th s o/heputusan walthot

T
]
2
3. Kepala Badan Pengawa
4
5
6

s Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang ;
PD. Tuah Saiyo Kota Padang Panjang di Pad.ang Panjang ;
’ ' ang di Padang Panjang .



Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor  : 918 Tahun 2003

Tanggal

23 & 2003 M
= oL

Rajeb  1424H

Tentang : Perubahan Atas Lampiran
Keputusan = Walikota  Padang

Panjang Nomor 26 Tahun 2003
tentang Pengangkatan Anggota
Badan  Pengawas Perusahaan
Daerah Tuah Saiyo Kota Padang

No.? NAMA

Drs. Aulizul Syuib

(84

Panjang.

1. | dr. Suir Syam, M.Kes. MMR .

JABATAN DALAM
___.__KEDINASAN

JABATAN DALAM
BADAN

Walikota Padang Panjang.

Ketua Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang
merangkap anggota.

Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.

Pelaksana Harnian Ketua
Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Tuah Saiyo Kota
Padang Panjang merangkap
anggota

(7S]

.Elmar Fitn, SE.

4. | Drs. Yusnal Abidin

Kepala Bagian Perekonomian
Sctdako Padang Panjang.

Sekretaris Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang
merangkap anggota

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Pertambangan Kota Padang
Panjang.

Anggota Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Tuah
Saiyo Kota Padang Panjang

Muah sany o/keputusan ahhotd
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Nomor
Tanggal

Tentang

: Keputusan Walikota Padan
- 20 Tahun 2004

& Panjang

2l daneg s ;--20043115;'

 Perubahan Kediia Atas Lampirai 1o

2 /?u//w];aA 1424H',-§

Keputusan ~ Walikota - Padang !
Panjang Nomor 26 Tahun §3003
tentang Pengangkatan Angfots i
Badan Pengawas Perusahaar &
Daerah Tuah Saiyo Kota Patiing, 3
Panjang  sebagaimana . fRelak' 35
diubah  dengan Kepﬁi%?s“ah' e
Walikota Padang Panjang Némor °

418 Tahun 2003. i

SN
T

JABATAN DALAM
_ KEDINASAN

s fergn

&

JABATAN DALAM BADAN |

S

Walikota Padang Panjang.

Ketua Badan  Pengawis |
Perusahaan Daerah Tuah Saiyo |.

Kota  Padang  Panjang |: &
merangkap anggota. ol -

Sekretaris  Dacrah
Padang Panjang.

Kota

AW

Pelaksana Harian Ketua Badan |
Pengawas Perusahaan Daerah |
Tonah Saiyo Kota. Padang |
Panjang merangkap anggota = |

IKepala Bagian Perekono-

ruiati - Setdako  Padang | Perusshaan Daerah Tuah Saiyo |,
Panjang. Kota Padang Panjang |
merangkap anggota CE

Sekretaris Badan Pengawas |-

! Kepala Dinaz Perindustri-
i an, Perdagangan, Koperasi

Jau  Pertambangan Kota

Padang Panjang.

.ihaggota Badan Pengav{?ﬁs
Peruzahaan Daeralyf Tuah Saiyo |
Fota Padang Panj S

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM *




